Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa

Vol 06 No 02 Agustus 2025 (1-10) 1 » .
https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index D Pu bl ISh I ng
Prefix 10.47134
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah
desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan paradigma kualitatif
dengan melakukan pengumpulan data dilapangan atau pelakanaan penelitian, meliputi observasi, wawancara dan pengumpulan
dokumen serta mencari sumber-sumber yang dapat mendukung serta melakukan pengolahan dan analisa data. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Infroman Utama pada penelitian ini adalah lima orang kaur keuangan desa yang berstatus sebagai desa mandiri dengan koneksi jaringan
internet yang stabil. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis bahwa pada faktor komunikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang
dalam melaksanakan kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa belum melaksanakan sosialisasi berkala secara
formal maupun informal sehingga implementor di Desa yaitu Kepala Urusan Keuangan mengalami kendala dalam menjalankan
kebijakan transaksi non tunai, kemudian belum adanya regulasi terkait petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai,
selanjutnya pada faktor sumber daya bahwa perangkat desa belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya serta kualifikasi
pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang di embam oleh perangkat desa khususnya perangkat desa yang membidangi urusan
keuangan. Sehingga saran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa Kabupaten Sintang adalah melaksanakan komunikasi secara formal melalui sosialisasi maupun secara informal secara
berkala kepada Pemerintah Desa khususnya di Kecamatan Kelam Permai serta perlu dilaksanakan bimbingan teknis bagi perangkat desa
agar memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa.
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Pendahuluan

Perkembangan era digital dalam bidang keuangan merupakan upaya pencegahan
korupsi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh praktik
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam tata kelola keuangan desa perlu
dilakukan perbaikan, terutama dalam hal perubahan dari transaksi tunai ke transaksi non
tunai. Transaksi non tunai merupakan suatu mekanisme di mana kegiatan transaksi tidak
menggunakan uang secara langsung seperti metode tunai (Ditriano, Rayna, 2017),
kemudian (Harahap, 2020) menyebutkan bahwa transaksi non tunai merupakan
manifestasi dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh
sistem perbankan sedangkan menurut (Gamaliel & Suakanto, 2017) pembayaran non-tunai
merupakan transaksi tanpa menggunakan uang secara langsung (cash).

Pemerintah Kabupaten Sintang bekerjasama sama dengan Bank Kalbar Cabang
Sintang yang menyediakan fasilitas berbasis teknologi yakni Cash Management System atau
disebut dengan istilah CMS. Kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa
telah diatur dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri N0.910/1867/S] tanggal 17 April
2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dan di tuangkan ke dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 99 Tahun 2021 tentang
Penerapan Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Sintang. Peraturan ini
mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2022 bagi desa yang berstatus sebagai desa mandiri.
Tujuan ditetapkannya transaksi non tunai dalam peraturan bupati ini adalah mewujudkan
penerimaan dan pembayaran dalam APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien,
transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku korupsi dalam pengelolaan
keuangan desa. Implementasi kebijakan transaksi non tunai dilingkungan pemerintah
kabupaten sintang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan
infrasturktur jaringan dan infrastruktur perbankan. Sistem transaksi non tunai
dilaksanakan berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun beberapa
kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang,
desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Implementasi kebijakan transaksi non tunai di
Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Kelam Permai wajib dilaksanakan bagi desa
yang berstatus sebagai desa mandiri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada pasal
6 ayat (3) Peraturan Bupati Sintang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penerapan Transaksi Non
Tunai bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Sintang bahwa pelaksanaan transaksi non tunai
pada pemerintah desa selain desa mandiri dapat dilaksanakan secara tunai dan non tunai.
Kebijakan transaksi non tunai dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, keamanan, manfaat
dan akuntabilitas, namun dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan dalam hal
efisiensi.
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti serta didukung oleh
data pendukung, keterbatasan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh perangkat desa yang
membidangi urusan keuangan desa yaitu Kepala Urusan Keuangan Desa di beberapa desa
yang berstatus sebagai desa mandiri di Kecamatan Kelam Permai mengakibatkan
implementasi kebijakan transaksi non tunai yang diterapkan pemerintah desa di
Kecamatan Kelam Permai belum berjalan dengan optimal. Permasalahan tersebut
mengakibatkan proses pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan transaksi non tunai
mengalami kendala dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan data yang bersumber dari Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat
Kelam Permai, berikut disampaikan beberapa desa di Kecamatan Kelam Permai yang
berstatus sebagai desa mandiri yang telah menerapkan transaksi non tunai sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Status Desa

No. Nama Desa Status Desa Keterangan
1.  Nanga Lebang Mandiri Transaksi Non Tunai
2. Merpak Mandiri Transaksi Non Tunai
3.  Kebong Mandiri Transaksi Non Tunai
4.  Baning Panjang Mandiri Transaksi Non Tunai
5.  Ensaid Panjang Mandiri Transaksi Non Tunai
6. Bengkuang Maju Transaksi Tunai
7.  Pelimping Mandiri Transaksi Non Tunai
8.  Sungai Pukat Mandiri Transaksi Non Tunai
9.  Sungai Maram Mandiri Transaksi Non Tunai
10.  Sepan Lebang Mandiri Transaksi Non Tunai
11. Gemba Raya Mandiri Transaksi Non Tunai
12.  Karya Jaya Bhakti Maju Transaksi Tunai
13.  Mandiri Jaya Maju Transaksi Tunai
14. Landau Kodam Mandiri Transaksi Non Tunai
15.  Sungai Labi Maju Transaksi Tunai
16.  Sungai Lais Maju Transaksi Tunai
17.  Kelam Sejahtera Mandiri Transaksi Non Tunai

Sumber Data: Pemerintah Kecamatan Kelam Permai Bulan Juli 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat 12 desa di Kecamatan Kelam Permai yang
berstatus sebagai desa mandiri dan sudah menerapkan kebijakan transkasi non tunai,
sementara 5 desa yang tidak berstatus sebagai desa mandiri masih menerapkan transaksi
tunai dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian, dari 12 desa yang berstatus sebagai
desa mandiri terdapat 5 orang dengan tingkat pendidikan Strata-I, 1 orang dengan tingkat
pendidikan diploma-III, dan 6 orang dengan tingkat pendidikan SMA. Tingkat pendidikan
dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Kepala Urusan Keuangan Desa tidak relevan
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dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa yang membidangi urusan
keuangan di desa, sehingga tingkat pemahaman dan sumber daya yang dimiliki oleh desa
dalam mengimplementasikan kebijakan transaksi non tunai memiliki kekurangan.

Disisi lain, bahwa terdapat permasalahan lain dari implementasi kebijakan
penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa yaitu kurangnya sosialisasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terkait persiapan dan mekanisme yang
harus dilakukan kepada pemerintah desa khususnya perangkat desa yang membidangi
urusan keuangan untuk menjalankan kebijakan penerapan transaksi non tunai melalui
aplikasi yang telah disediakan. Pemerintah Kabupaten Sintang hanya melaksanakan
sosialisasi terkait mekanisme penerapan transaksi non tunai sebanyak 1 kali yaitu pada
bulan November tahun 2022.

Referensi dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zanuar Achamd
Afandi, Radian Salman, Arif Rahman Hakim pada tahun 2025 tentang Regulasi Transaksi
Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Good Governance di
Kabupaten Nganjuk dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Nganjuk menetapkan regulasi terkait transaksi non tunai dalam
pengelolaan keuangan desa karena terdapat beberapa kasus korupsi yang terkait
dengan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Kabupaten Nganjuk.Penggunaan
transaksinon tunai memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi biaya operasional,
percepatan proses pembayaran, pencatatan otomatis transaksi serta mendukung prinsip
good governance dengan meminimalkan risiko KKN (Korupsi Kolusi = Nepotisme).
Kendala geografis dapat teratasi dengan aplikasi mobile banking atau dompet
elektronik sehingga memperlancar arus kas masuk dan meningkatkan Pendapatan Asli
Desa. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, pada penelitian ini peneliti akan
menganalisis proses implementasi kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di
Kecamatan Kelam Permai.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan paradigma kualitatif.
Penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif, maka peluang besar jenis penelitian
yang akan digunakan adalah jenis Penelitian Studi Kasus (Tohardi, 2019). Penelitian
kualitatif yaitu penelitian yang lebih berorientasi kepada pengamatan (observasi) dan
wawancara berkaitan dengan penggalian data dan fakta dari objek yang diteliti sebagai
sumber data primer (Tohardi, 2019). Penelitian Metode penelitian kualitatif sering disebut
metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah
(natural setting) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini
lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai
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metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif
(Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Menurut
Tohardi (2109) teknik pengumpulan data kualitatif sangat berbeda dengan teknis
pengumpulan data kuantitatif, karena data kualitatif yang dikumpulkan bukan dari hasil
pengukuran, tetapi dari hasil wawancara dan atau observasi, sehingga datanya berupa
kata-kata deskripsi tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumenter.

Adapun yang menjadi instrumen utama (key instrument) dalam penelitian ini adalah
peneliti itu sendiri, dibantu dengan dengan pedoman atau panduan wawancara dan
pedoman atau panduan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analis data
model Miles dan Hubernman (1984) yaitu mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data collection,
data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification serta menggunakan
analisis taksonomi. Menurut Tohardi (2019:612) analisis taksonomi yaitu melakukan
penjabaran lebih rinci dari domain yang sudah dipilih untuk mengetahui strukur
internalnya. Analisis taksonomi akan menghasilkan analisis yang terbatas pada satu
domain saja.

Pengujian keabsahan data untuk penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif
menggunakan proses pengumpulan mendapatkan data, fakta dan informasi melalui teknik
pengumpulan data wawancara, observasi atau documenter. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan validitas internal yaitu suatu ukuran kebenaran data yang diperoleh peneliti
dengan proses penelitian yang sudah dilaksanakan di lapangan, dimana peneliti dalam
konteks ini berfungsi sebagai instrument kunci. Artinya sejauhmana peneliti sudah
melakukan pengambilan data dengan cara yang benar, maka sejauh itu pula tingkat
validitas dari penelitian tersebut. Teknik yang akan dilakukan untuk mengukur atau
menetapkan apakah proses penelitian tersebut sudah masuk ke dalam kategori valid atau
invalid adalah dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi teknik dan
saturasi data. Kemudian dalam upaya meningkatkan reliabilitas hasil penelitian maka
seorang peneliti perlu mempublikasikan hasil temuannya untuk dinilai dan dikritisi oleh
orang lain atau berbagai komunitas yang berkompeten
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Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima desayang berstatus desa mandiri yang di akan
dijadikan sampel untuk menjadi informan dalam penelitian ini berdasarkan tingkat
pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 2. Nama-nama Desa Mandiri dan Tingkat Pendikan Kaur Keuangan Desa

No Desa Tingkat Pendidikan Kaur Keuangan Desa
1. Kebong SMA

2. Baning Panjang SMA

3. Sungai Pukat SMA

4. Sepan Lebang D-III Administrasi Perkantoran

5. Landau Kodam SMA

Sumber: Kantor Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang, Mei 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari lima desa mandiri yang akan dijadikan
sampel penelitian, terdapat empat orang yang memiliki tingkat pendidikan SMA dan satu
orang yang memiliki tingkat pendidikan Diploma-III. Kepala Urusan Keuangan dari setiap
desa tersebut akan menjadi informan utama dalam penelitian ini. Penentuan desa-desa
tersebut berdasarkan faktor koneksi jaringan internet yang memadai dalam menjalankan
kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa khususnya di Kecamatan Kelam Permai
Kabupaten Sintang. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Menurut George
Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi. Berikut adalah hasil penelitian melalui wawancara
terhadap informan :

Faktor Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah
Desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan terkait faktor
komunikasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa Kabupaten Sintang masih belum optimal dari segi pelaksanaan sosialisasi yang hanya
dilaksanakan selama satu kali sejak kebijakan tersebut dibuat dan komunikasi intens yang
dibangun kepada seluruh pemerintah desa melalui WhatsAPP Grup tidak sepenuhnya
berjalan dengan optimal. Sehingga berdasarkan teori Edward III yang menyatakan bahwa
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komunikasi adalah sebuah informasi mengenai kebijakan publik yang perlu disampaikan
kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus
mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan
sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang di harapkan, namun pada pelaksanaan
kebijakan transaski non tunai bagi pemerintah desa khususnya di Kecamatan Kelam Permai
masih belum berjalan dengan optimal.

Faktor Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai bagi
Pemerintah Desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan terkait faktor sumber
daya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang di miliki oleh desa
masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya secara rinci dan kualifikasi pendidikan
yang di miliki oleh Kepala Urusan Keuangan Desa tidak sesuai dengan jabatan yang di
emban. Namun terkait anggaran dan peralatan yang ada, sudah cukup memadai dan
mendukung. Berdasarkan teori Edward III bahwa sumber daya mempunyai peranan
penting dalam implementasi kebijakan, dan hal tersebut sejalan dengan fakta yang ada di
lapangan.

Implementasi Kebijakan Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Diukur
Melalui Faktor Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan terkait faktor
disposisi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa sudah mendukung
sepenuhnya terkait kebijakan transaksi non tunai dengan melaksanakan penganggaran
untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Diukur
Melalui Faktor Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan terkait faktor
struktur birokrasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan transaksi non tunai
melalui aplikasi CMS sudah dilaksanakan secara berjenjang menggunakan 3 akun. Akun
Maker dikelola oleh Kepala Urusan Keungan Desa untuk mengelola transaksi yang akan
dilakukan, selanjutnya akun release yang dikelola oleh Sekretaris Desa untuk memverifikasi
transaksi yang akan dilakukan kemudian akun admin yang dimiliki oleh Kepala Desa
untuk menyetujui transaksi yang akan dilakukan.
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Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang implementasi kebijakan
transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Kecamatan kelam Permai Kabupaten Sintang,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pada faktor komunikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan
kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa belum melaksanakan
sosialisasi berkala secara formal maupun informal sehingga implementor di Desa yaitu
Kepala Urusan Keuangan mengalami kendala dalam menjalankan kebijakan transaksi
non tunai, kemudian belum adanya regulasi terkait petunjuk teknis dalam menjalankan
kebijakan transaksi non tunai.

b. Pada faktor sumber daya bahwa perangkat desa belum sepenuhnya memahami tugas
pokok dan fungsinya serta kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang di
embam oleh perangkat desa khususnya perangkat desa yang membidangi urusan
keuangan.

c. Pada faktor disposisi bahwa pemerintah desa sudah mendukung kebijakan transaksi non
tunai baik dari sisi aparatur pemerintah desa

d. Pada faktor strukur organisasi bahwa pemerintah desa sudah menjalankan kebijakan
transaksi non tunai secara berjenjang

e. Berdasarkan hasil analisis dan observasi pada penelitian ini, peneliti menduga bahwa
terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan transaksi non tunai
bagi pemerintah desa khususnya di kecamatan kelam permai yaitu faktor habituasi,
dikarenakan sebelumnya terbitnya regulasi tentang transaksi non tunai, pemerintah desa
masih menggunakan transaksi secara tunai. Secara tidak langsung kebijakan transaksi
non tunai mengakibatkan setiap pemerintah desa harus membiasakan diri dengan tata
cara pengelolaan keuangan desa dengan berbasis aplikasi.

Implikasi dari penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi
praktis yaitu manfaat teoritis yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yakni
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan kebijakan
publik. Maka dengan hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa teori yang digunakan
yakni faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi oleh Edward III untuk digunakan
pada penelitian lebih lanjut untuk sekarang maupun di masa yang akan dating kemudian
manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengoptimalisasikan penerapan kebijakan transkasi
non tunai bagi pemerintah desa khususnya di Kecamatan Kelam Permai.

Adapun saran yang diberikan adalah melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan
transaksi non tunai bagi pemerintah desa secara berkala setiap semester dengan cara
membagi setiap pelaksaan berdasarkan zona dan letak geografis, selanjutnya perlu
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menerbitkan aturan tentang petunjuk teknis atau mekanisme rinci terkait kebijakan
transaksi non tunai bagi pemerintah desa, dan perlu dilaksanakannya bimbingan teknis
perangkat desa secara khusus terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat
desa, serta perlu menganggarkan alokasi untuk staf perangkat desa.
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